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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbandingan regulasi shariah 

governance perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, (2) Perbandingan 
pengungkapan shariah governance perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. 
Penelitian komparatif ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, dengan 

analisis data melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu analisis deskriptif untuk 
membandingkan isi regulasi-regulasi shariah governance di Indonesia dan 

Malaysia terkait implementasi standar shariah governance internasional dari 
AAOIFI dan IFSB. Kemudian tahap kedua menggunakan analisis kuantitatif untuk 
membandingkan tingkat pengungkapan shariah governance pada laporan tahunan 

bank-bank syariah di Indonesia dan Malaysia untuk periode 2011 hingga 2015. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi shariah governance di Malaysia 

lebih komprehensif daripada regulasi shariah governance di Indonesia terkait 
dengan implementasi standar AAOIFI dan IFSB. Hal tersebut ditunjukkan dengan 
seluruh standar governance AAOIFI dan seluruh prinsip dalam IFSB 

diimplementasikan dalam BNM/RH/GL_012_3 yang mengatur tentang shariah 
governance framework bagi LKS. Adapun beberapa standar governance AAOIFI 

dan beberapa prinsip dalam IFSB-10 belum diimplementasikan dalam PBI Nomor 
11/33/PBI/2009 yang mengatur mengenai pelaksanaan corporate governance bagi 
BUS dan UUS. 

Sebaliknya, penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan shariah 
governance pada laporan tahunan bank-bank syariah di Indonesia lebih tinggi 

daripada tingkat pengungkapan shariah governance dalam laporan tahunan bank-
bank syariah di Malaysia. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata tingkat 
pengungkapan shariah governance perbankan syariah di Indonesia dari tahun 2011 

hingga 2015 secara berurutan adalah 0,53; 0,56; 0,57; 0,58; 0,59. Adapun tingkat 
pengungkapan shariah governance perbankan syariah di Malaysia dari tahun 2011 

hingga 2015 secara berurutan adalah 0,42; 0,46; 0,47; 0,49; 0,51. Perbedaan tingkat 
pengungkapan tersebut signifikan secara statistik, dibuktikan dengan hasil 
independent samples t-test yang menunjukan nilai signifikansi pada taraf 5% 

kurang dari 0,05 (Sig-2 tailed = 0,000). 
 

Kata kunci: shariah governance, perbankan syariah, regulasi, pengungkapan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 

1987. 

 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ b be ب

 ta’ t te ت

 ṡa’ ṡ es (dengan titik di atas) ث

 jim j je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha kh ka dan ha خ

 dal d de د

 żal ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra’ r er ر

 zai z zet ز

 sin s es س

 syin sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa’ ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa’ ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع
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Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 gain g ge غ

 fa’ f ef ف

 qaf q qi ق

 kaf k ka ك

 lam l el ل

 mim m em م

 nun n en ن

 wawu w we و

 ha’ h ha ه

 hamzah ` apostrof ء

 ya’ y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 ditulis muta’aqqidi>n متعقدين

 ditulis ‘iddah عدة

 

C. Ta’ Marbutah 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 ditulis hibah هبة

 ditulis jizyah جزية

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
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2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ’<ditulis kara>mah al-auliya كرامة الأولياء

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah 

ditulis t. 

 ditulis zaka>tul fit}ri زكاة الفطر

 

D. Vokal Pendek 

_ِ_____ kasrah ditulis i 

—  َ—
— 

fathah ditulis a 

——
  َ—  

dammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

fathah + alif ditulis a> 

 ditulis ja>hiliyyah جاهلية

fathah + ya’ mati ditulis a> 

 <ditulis yas’a يسعى

kasrah + ya’ mati ditulis i> 

 ditulis kari>m كريم

dammah + wawu mati ditulis u> 

 {ditulis furu>d فروض

 

F. Vokal Rangkap 

fathah + ya’ mati ditulis ai 

 ditulis bainakum بينكم

fathah + wawu mati ditulis au 

 ditulis qaulun قول



x 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah 

 ditulis al-Qur’a>n القرأن

 ditulis al-Qiya>s القياس

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf 

syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ’<ditulis as-Sama السماء

 ditulis asy-Syams الشمس

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

روضذوي الف  ditulis z\awi> al-furu>d} 

 ditulis ahl as-sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam merupakan agama yang diturunkan melalui Rasulullah Muhammad 

saw. sebagai penyempurna syariat-syariat yang diturunkan melalui nabi dan 

rasul sebelumnya. Islam memiliki sifat komprehensif dan universal. 

Komprehensif berarti merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ibadah 

maupun muamalah. Universal memiliki makna bahwa ia dapat diterapkan 

dalam setiap waktu dan di semua tempat.1 Sifat tersebut memungkinkan Islam 

untuk diintegrasikan dalam ilmu ekonomi. 

Integrasi antara Islam dengan keilmuan memiliki paradigma tertentu. 

Dalam hal ini, paradigma integrasi keilmuan dalam studi ekonomi Islam 

dilandasi pada prinsip normatif teologis.2 Prinsip tersebut menekankan bahwa 

dalam pengajarannya difokuskan pada doktrin Islam sebagai agama yang 

komprehensif dan universal. Dengan demikian, ilmu ekonomi dikembangkan 

dalam dimensi filosofis yang mengkaji dari sudut teosentris, di mana proses 

inquiry dilakukan melalui studi, penelitian, dan eksperimen untuk melakukan 

misi kekhalifahan manusia dan pengabdiannya kepada Allah swt.3 

                                                                 
1 Veithzal Rivai & Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 138. 
2 Bambang Hermanto, Hukum Perbankan Syariah  (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 

hlm. 22. 
3 Ibid. 
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Integrasi Islam dengan ilmu ekonomi salah satunya melahirkan sistem 

perbankan Islam. Namun sebelum konsep integrasi antara Islam dengan ilmu 

tersebut muncul, fungsi perbankan di dunia Islam sudah ada sejak zaman 

Rasulullah saw. Pada masa itu, sudah terdapat aktivitas penukaran uang. 

Namun transaksi penukaran uang pada masa itu bukan antar mata uang, tetapi 

mirip seperti money order yang dikenal pada sistem perbankan saat ini.4 Fungsi 

perbankan tersebut kemudian berlanjut pada masa Bani Abbasiyah, yang 

dikenal dengan nama jihbiz. Pada saat itu, jihbiz melakukan penukaran uang, 

menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Jihbiz 

di zaman Bani Abbasiyah bukan merupakan suatu lembaga, namun individu 

yang melakukan fungsi tersebut.5 Fungsi perbankan tersebut kemudian 

semakin berkembang pada era modern menjadi sistem perbankan Islam. 

Sistem perbankan Islam pada era modern dimulai dengan percobaan 

untuk mendirikan bank bebas bunga di Malaysia pada pertengahan 1940-an. 

Namun organisasi yang didirikan dengan menerapkan prinsip syariah tersebut 

tidak berhasil. Selain itu, hal yang sama juga terjadi di Pakistan pada akhir 

1950-an.6 Kemudian berdirinya Mit Ghamr Savings Bank di Lembah Sungai 

Nil di Mesir pada tahun 1963 menjadi titik awal perkembangan perbankan 

Islam di dunia. Kesuksesan Mit Ghamr tersebut menjadi inspirasi bagi dunia 

                                                                 
4 Sudin Haron & Wan Nursofiza Wan Azmi, Islamic Finance and Banking System: 

Philosophies, Priciples & Practices (Malaysia: McGraw-Hill, 2009), hlm. 48-50. 
5 Rivai & Arifin, Islamic Banking:…, hlm. 52. Lihat juga dalam Adiwarman A. Karim, Bank 

Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan , ed. 5 cet. ke-9 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 

21. 
6 Haron & Azmi, Islamic Finance…, hlm. 52. 
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untuk mendukung perkembangan perbankan Islam, sehingga pada Oktober 

1975, terbentuklah Islamic Development Bank  (IDB) yang beranggotakan 22 

negara Islam pendiri.7 Kemudian perkembangan sistem perbankan Islam 

tersebut lambat laun merambah ke Indonesia. 

Di Indonesia, bank Islam—atau lebih dikenal dengan sebutan bank 

syariah—pertama kali berdiri pada tahun 1992, yaitu Bank Muamalat 

Indonesia (BMI).8 Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara eksplisit 

memperbolehkan bank menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. 

Kemudian Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU 

No. 7 tahun 1992 memperbolehkan bank umum konvensional melakukan 

kegiatan usaha dengan prinsip syariah melalui mekanisme Islamic window 

dengan mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS).9 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang signifikan terjadi 

pada tahun 2008, semenjak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah.10 Hingga September 2016, terdapat 13 Bank 

Umum Syariah (BUS) dengan jumlah kantor mencapai 1.897 dan 21 Unit 

Usaha Syariah (UUS) dengan jumlah kantor 313. Total aset BUS dan UUS 

pada bulan tersebut mencapai 332 triliun rupiah. Jumlah tersebut menyerap 

                                                                 
7 Karim, Bank Islam…, hlm. 23. 
8 Ibid., hlm. 25. 
9 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia , cet. ke-2 (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 2009), hlm. 5-6. 
10 Ibid., hlm. 7. 
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tenaga kerja sebanyak 55.546. Di samping itu, terdapat pula 165 Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan kantor sejumlah 435.11 

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dan 

menyalurkan dana tentu saja melibatkan banyak pihak. Misal, sebagai sebuah 

perusahaan, bank syariah memiliki tanggung jawab dengan pemilik atau 

pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah memiliki 

tanggung jawab terhadap pemilik dana atau nasabah. Serta sebagai suatu entitas 

yang berada di suatu lingkungan, bank syariah juga memiliki tanggung jawab 

kepada masyarakat. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bank syariah 

disebut sebagai stakeholder. Secara umum, stakeholder didefinisikan sebagai 

“any group or individual who is affected by or can affect the achievement of an 

organization’s objectives”.12 

Hubungan antara bank syariah dengan stakeholder berkaitan erat dengan 

biaya keagenan (agency cost) yang timbul dari hubungan keagenan (agency 

relationship). Hubungan keagenan didefinisikan sebagai perjanjian satu orang 

atau lebih sebagai pemilik dengan orang lain sebagai pengelola atau agen untuk 

melakukan suatu usaha, termasuk mendelegasikan otoritas pengambilan 

keputusan pada agen.13 Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan 

tidak terlepas dari permasalahan ini, di mana bank berperan sebagai agen dari 

                                                                 
11 Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah , Vol. 14, No. 10, September 2016, 

hlm. 4.  
12 R. Edward Freeman & John McVea, “A Stakeholder Approach to Strategic Management”, 

Darden Business School Working Paper, No. 01-02, 2001, hlm. 2. 
13 Michael C. Jensen & William H. Meckling, “Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Cost and Ownership Structure”, Journal of Financial Economics, Vol. 3, No. 4, 1976, hlm. 

5. 
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pemilik dana, baik pemegang saham atau pemilik dana pihak ketiga, di sisi lain 

bank juga berperan sebagai pemilik dana dari nasabah yang mengajukan 

pembiayaan. Hubungan tersebut terkadang menimbulkan masalah keagenan 

karena adanya asimetri informasi yang disebabkan oleh moral hazard maupun 

adverse selection. 

Masalah keagenan pada suatu perusahaan dapat diminimalisasi dengan 

tata kelola organisasi yang baik. Konsep tata kelola atau corporate governance 

tradisional berdasarkan pada hubungan keagenan antara investor dengan 

manajer sehingga hanya fokus pada perlindungan kepentingan pemegang 

saham atau investor.14 Pandangan tradisional tersebut kemudian beralih pada 

struktur corporate governance yang melingkupi stakeholder secara lebih 

luas,15 sehingga juga melindungi kepentingan seluruh stakeholder. Konsep 

corporate governance kemudian berkembang secara lebih luas dan diterapkan 

pula pada lembaga-lembaga keuangan Islam dengan karakteristik yang unik. 

Salah satu aspek penting pada corporate governance bank syariah adalah 

shariah governance atau tata kelola syariah. Shariah governance pada 

dasarnya merupakan tata kelola perusahaan yang lebih khusus diterapkan pada 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yang mencakup pencantuman atau 

keterlibatan elemen-elemen syariah pada tata kelola LKS.16 Shariah 

                                                                 
14 Zamir Iqbal & Abbas Mirakhor, “Stakeholders Model of Governance in Islamic Economic 

System”, Islamic Economic Studies, Vol. 11, No. 2, 2004, hlm. 45. 
15 Ibid., hlm. 44. 
16 Natasha Mazna Ramli, et al., “Shariah Governance Disclosure Index and Institutional 

Ownership of Islamic Financial Institutions in Malaysia”, Journal of Islamic Finance and Business 

Research, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 1. 
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governance merupakan bagian dari praktik corporate governance yang 

diungkapkan pada laporan tahunan bank syariah. Pengungkapan shariah 

governance diatur dengan pedoman (guidelines) dalam regulasi atau standar. 

Regulasi merupakan aspek penting dalam corporate governance. Bahkan 

dalam struktur corporate governance, pembuat regulasi menduduki otoritas 

tertinggi.17 Asian Corporate Governance Association (ACGA) memasukkan 

politik dan regulasi sebagai salah satu ukuran performa corporate 

governance.18 Hal tersebut juga berlaku pada corporate governance di bank 

syariah. Praktik corporate governance pada lembaga keuangan syariah diatur 

secara khusus, bahkan terdapat pula aturan khusus mengenai aspek shariah 

compliance pada corporate governance atau yang disebut sebagai shariah 

governance. 

Negara yang memiliki lembaga keuangan syariah memiliki regulasinya 

masing-masing yang mengatur tentang praktik corporate governance di 

lembaga keuangan syariah, dengan regulasi dari Accounting and Auditing 

Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) dan Islamic 

Financial Services Board (IFSB) sebagai acuan penyusunan regulasi. 

Perbedaan regulasi mengenai corporate governance pada masing-masing 

negara mempengaruhi performa corporate governance negara-negara tersebut. 

ACGA melakukan penilaian terhadap performa corporate governance di 

                                                                 
17 Bala Shanmugam & Zaha Rina Zahari, A Primer on Islamic Finance (ttp.: The Research 

Foundation of CFA Institute, 2009), hlm. 85. 
18 Asian Corporate Governance Association, CG Watch 2014 – Market Rankings, dalam 

www.acga-asia.org, diakses tanggal 7 Januari 2017. 
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negara-negara Asia, dan berdasarkan penilaian tersebut, Indonesia berada di 

peringkat terbawah dari 11 negara yang dinilai. Hal tersebut salah satunya 

adalah karena politik dan regulasi di Indonesia yang masih rendah.19 

Tabel 1. Skor Kategori Pasar: CG Watch 2014 

 
Market category scores 

(%) 
Total 

CG Rules 

& Practices 
Enforcement 

Political & 

Regulatory 
IGAAP 

CG 

Culture 

1. = Hong Kong 65 61 71 69 72 51 

1. = Singapore 64 63 56 64 85 54 

3. Japan 60 48 62 61 72 55 

4. = Thailand 58 62 51 48 80 50 

4. = Malaysia 58 55 47 59 85 43 

6. Taiwan 56 48 47 63 75 47 

7. India 54 57 46 58 57 51 

8. Korea 49 46 46 45 72 34 

9. China 45 42 40 44 67 34 

10. = Phillippines 40 40 18 42 65 33 

10. = Indonesia 39 34 24 44 62 32 

 

Berdasarkan penilaian ACGA pula, peningkatan kinerja corporate 

governance di Indonesia tergantung pada kehendak politik, penambahan 

sumber regulasi, dan penempatan orang yang tepat di perusahaan.20 Pada 

konteks perbankan syariah terutama shariah governance, Malaysia menjadi 

negara yang concern mengembangkan perbankan syariah, termasuk pada aspek 

regulasinya. Pada Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa Malaysia memiliki 

peringkat performa corporate governance yang baik salah satunya karena skor 

aspek politik & regulasi yang cukup tinggi. 

                                                                 
19 Ibid. 
20 Ibid. 
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Regulasi yang ada pada masing-masing negara merupakan pedoman bagi 

bank syariah dalam melakukan praktik corporate governance. Bank syariah 

memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, pemilik dana pihak 

ketiga, Investment Account Holder (IAH), nasabah pembiayaan, maupun 

stakeholder lainnya. Pada institusi syariah, dengan tidak mengesampingkan 

tanggung jawab secara umum, tanggung jawab yang paling pokok justru ada 

pada shariah compliance. Oleh karena itu, transparansi pelaksanaan corporate 

governance harus dilakukan oleh bank syariah melalui pengungkapan praktik 

corporate governance dan secara spesifik aspek shariah governance dalam 

laporan tahunan bank syariah. 

Malaysia memiliki sistem hukum yang berbeda dari Indonesia, di mana 

Malaysia menganut sistem common law, dan Indonesia cenderung pada sistem 

civil law. Sistem hukum yang dianut tersebut berkaitan dengan regulasi yang 

disusun oleh regulator di masing-masing negara. Berdasarkan data dari 

lembaga pemeringkat corporate governance seperti ACGA di atas, performa 

corporate governance termasuk aspek regulasi Malaysia lebih unggul daripada 

performa corporate governance Indonesia. Hal ini menjadi alasan penting 

untuk melakukan penelitian yang membandingkan regulasi terkait shariah 

governance antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian untuk melihat implikasi 

dari regulasi yang ada di masing-masing negara, maka perlu untuk melakukan 

perbandingan mengenai tingkat pengungkapan shariah governance pada 

masing-masing negara. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perbandingan regulasi shariah governance di Indonesia dan 

Malaysia? 

2. Bagaimana perbandingan tingkat pengungkapan shariah governance pada 

laporan tahunan bank syariah Indonesia dan Malaysia? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui perbandingan regulasi Shariah Governance di Indonesia 

dan Malaysia. 

b. Mengetahui perbandingan tingkat pengungkapan Shariah 

Governance pada laporan tahunan bank syariah Indonesia dan 

Malaysia. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoretis 

Penelitian ini berguna untuk memperkaya literatur mengenai 

shariah governance, di mana penelitian mengenai pengungkapan 

shariah governance yang dikaitkan dengan regulasi yang berlaku 

belum banyak dilakukan. Penelitian ini bisa menambah referensi 

mengenai tingkat pengungkapan shariah governance laporan tahunan 

bank syariah di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, temuan mengenai 

regulasi dalam penelitian ini juga bisa memberi masukan bagi 

akademisi dan regulator untuk menyusun konsep regulasi atau 
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kerangka shariah governance bagi bank syariah. Untuk riset 

mendatang, penelitian ini bisa digunakan sebagai referensi dalam 

menentukan indeks pengungkapan shariah governance. Indeks 

pengungkapan shariah governance pada penelitian ini juga bisa 

menjadi rujukan pengukuran pengungkapan shariah governance. 

b. Kegunaan Praktis 

1) Bagi Investor 

Penelitian ini bermanfaat bagi investor untuk membantu 

memberikan pertimbangan bagi keputusan investasi. Apabila 

pengungkapan shariah governance laporan tahunan bank syariah 

di Indonesia lebih tinggi dari Malaysia, maka investor bisa 

menentukan di mana menginvestasikan dananya, demikian pula 

sebaliknya. Selain itu, investor juga bisa mempertimbangkan 

regulasi yang ada di suatu negara untuk mendukung keputusan 

investasinya. Apabila regulasi mengenai shariah governance 

lengkap, maka hal tersebut akan semakin mendukung invetasi 

secara syariah. 

2) Bagi Manajer 

Manfaat penelitian ini bagi manajer adalah sebagai bahan 

evaluasi mengenai pengungkapan shariah governance pada 

laporan tahunan bank syariah. Apabila tingkat pengungkapannya 

tinggi, maka manajer bisa mempertahankan sistem penyusunan 

laporan tahunan bank syariah. Sebaliknya, apabila tingkat 
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pengungkapannya rendah, maka manajer seharusnya lebih 

memperhatikan sistem penyusunan laporan tahunan untuk 

meningkatkan pengungkapan shariah governance agar memenuhi 

prinsip pengungkapan penuh (full disclosure). 

 

D. Kajian Pustaka 

Penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan corporate governance 

memiliki model dan tema yang berbeda-beda. Berdasarkan subjek 

pelaksanaannya, penelitian corporate governance dilakukan di perusahaan 

non-keuangan dan institusi keuangan. Berdasarkan perspektifnya, penelitian 

corporate governance terdiri atas corporate governance secara konvensional 

dan corporate governance perspektif Islam. Selain itu, terdapat pula penelitian 

yang fokus kepada aspek shariah governance. Kajian pustaka yang akan 

dibahas di sini terbatas pada penelitian corporate governance di lembaga 

keuangan syariah dan pada aspek shariah governance. 

Terdapat beberapa ranah penelitian mengenai corporate governance di 

lembaga keuangan syariah dan shariah governance. Ranah yang pertama 

adalah ranah konseptual atau teoretis. Penelitian yang dilakukan oleh Grais dan 

Pellegrini21 me-review isu-isu dan opsi dalam persiapan untuk menjamin 

shariah compliance oleh LKS. Studi tersebut menyarankan adanya kerangka 

internal dan eksternal perusahaan serta menekankan pada disiplin pasar. Dalam 

                                                                 
21 Wafik Grais & Matteo Pellegrini, “Corporate Governance and Shariah Compliance in 

Institutions Offering Islamic Financial Services”, World Bank Policy Research Working Paper 

4054, 2006, hlm. 1-35. 
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menerbitkan fatwa, SSB berpedoman pada kontrak yang terstandardisasi dan 

praktik yang diselaraskan oleh asosiasi self-regulatory profesional. Review 

transaksi terutama dipercayakan pada unit internal review yang berkolaborasi 

dengan auditor eksternal untuk menerbitkan opini tahunan bahwa aktivitas 

institusi sesuai dengan aturan syariah. Proses tersebut kemudian dilanjutkan 

oleh pihak eksternal yang memiliki reputasi seperti agen pemeringkat, pasar 

modal, media finansial, peneliti, dan sebagainya. 

Menambah kekayaan khazanah penelitian pada ranah konseptual, 

Safieddine22 melakukan studi menggunakan pendekatan bangunan teori untuk 

menyoroti teori keagenan pada konteks bank Islam yang unik dan kompleks, 

terutama kebutuhan akan kepatuhan syariah dan pemisahan antara aliran kas 

dengan hak pengawasan untuk kategori investor. Studi ini memberikan 

wawasan bahwa struktur keagenan pada konteks bank Islam bisa memunculkan 

trade-off antara shariah compliance dan mekanisme perlindungan hak-hak 

investor. Studi ini juga meneliti beberapa kekurangan tata kelola berkaitan 

dengan audit, pengawasan, dan transparansi, di mana situasi tersebut semakin 

diperburuk oleh fakta bahwa IAH tidak terwakili pada dewan dan tidak 

memiliki hak pengawasan. 

Ginena23 menyusun artikel konseptual dari literatur-literatur sebelumnya 

mengenai corporate governance dan pedoman yang diterbitkan oleh Basel 

                                                                 
22 Assem Safieddine, “Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights 

for Agency Theory”, Corporate Governance: An International Review , 17(2), 2009, hlm. 142-158. 
23 Karim Ginena, “Shari’ah Risk and Corporate Governance of Islamic Banks”, Corporate 

Governance, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 86-103. 
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Committee on Banking Supervision (BCBS), IFSB, dan AAOIFI dengan 

wawasan baru untuk mengklarifikasi risiko syariah yang dihadapi bank Islam. 

Risiko syariah dan risiko operasional merupakan credible hazard bagi bank 

dan stakeholder. Konsekuensi yang mungkin dari ketidakpatuhan syariah 

meliputi biaya yang tinggi, kerugian finansial, masalah likuiditas, operasional 

bank, kegagalan bank, penodaan industri, dan ketidakstabilan finansial. Studi 

tersebut mendefinisikan risiko syariah, identifikasi kredit, hukum, kepatuhan, 

pasar, dan risiko reputasi, serta kategorisasi akibat dan peristiwanya. 

Dalam rangka mengembangkan konsep, Muneeza dan Hassan24 

melakukan studi pustaka dengan mengeksplorasi sumber-sumber yang relevan 

termasuk sumber hukum. Studi tersebut mengungkapkan kebutuhan akan 

adanya undang-undang khusus mengenai shariah governance. Pada studi 

tersebut, penulis juga memberikan rekomendasi bagi peraturan mengenai 

shariah governance yang mungkin akan ada di masa yang akan datang. 

Pada ranah konseptual, terdapat pula studi mengenai regulasi-regulasi 

yang terkait dengan corporate governance di lembaga keuangan syariah 

maupun shariah governance. Kasim, NuHtay, dan Salman25 membandingkan 

pedoman-pedoman mengenai shariah governance. Studi tersebut 

mengungkapkan bahwa kerangka shariah governance pada AAOIFI memiliki 

tujuh bagian. Pada IFSB, kerangka tersebut meliputi lingkup dan pendekatan 

                                                                 
24 Aishath Muneeza & Rusni Hassan, “Shari’ah Corporate Governance: The Need for a 

Special Governance Code”, Corporate Governance, Vol. 14, No. 1, 2014, hlm. 120-129. 
25 Nawal Kasim, Sheila Nu NuHtay & Syed Ahmed Salman , “Comparative Analysis on 

AAOIFI, IFSB and BNM Shari’ah Governance Guidelines”, International Journal of Business and 

Social Science, Vol. 4, No. 15, 2013, hlm. 220-227. 
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sistem shariah governance serta karakteristik kualitatif Shari’ah Supervisory 

Committee. BNM menyediakan persyaratan umum kerangka, karakteristik 

kualitatif, dan pedoman shariah review serta audit syariah. BNM juga 

menyediakan fungsi dari manajemen risiko syariah dan penelitian syariah 

dalam keuangan Islam. 

Miskam dan Nasrul26 meneliti ketentuan relevan undang-undang terkait 

dengan shariah governance LKS dan dampak hukumnya pada semua pihak 

yang terlibat dengan bisnis keuangan Islam. Pembahasan pada penelitian 

tersebut juga termasuk Central Bank of Malaysia Act 2009 yang memiliki 

ketentuan tentang pembentukan Shariah Advisory Council yang memainkan 

peranan esensial dalam tata kelola LKS, serta membentuk bagian dari 

komponen pokok kerangka shariah governance di Malaysia. 

Di Indonesia, Rama27 meneliti tentang model shariah governance 

berdasarkan kerangka regulasi di Indonesia, meliputi undang-undang, 

peraturan, surat edaran, dan peraturan lainnya yang terkait. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa konsep shariah governance LKS di Indonesia disinggung 

secara singkat dalam UU Perbankan Syariah yang selanjutnya dijabarkan 

secara umum melalui PBI dan SEBI. Adapun struktur organisasi shariah 

governance mengadopsi model sentralisasi melalui dewan fatwa pada level 

nasional yang selanjutnya membentuk dewan syariah pada level perusahaan. 

                                                                 
26 Surianom Miskam & Muhammad Amrullah Nasrul, “Shariah Governance in Islamic 

Finance: The Effects of the Islamic Financial Services Act 2013”, WCIK e-Journal of Integration 

Knowledge, 2013, hlm. 98-106. 
27 Ali Rama, “Analisis Kerangka Regulasi Model Shariah Governance Lembaga Keuangan 

Syariah di Indonesia”, Journal of Islamic Economics Lariba , Vol. 1, No. 1, 2015, hlm. 1-18. 
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Dari segi prosesnya, Indonesia menganut pendekatan moderat. Selanjutnya, 

shariah governance memiliki fungsi utama sebagai pengawasan dan penasehat. 

Kemudian dengan mengembangkan penelitiannya yang sebelumnya, 

Rama28 meneliti tentang model tata kelola syariah atau shariah governance 

dengan membandingkan antara Indonesia dan Malaysia berdasarkan regulasi 

masing-masing negara. Penelitian tersebut membandingkan empat aspek, yaitu 

regulasi, struktur organisasi, proses, dan fungsi dewan syariah. Penelitian 

tersebut menemukan persamaan dan perbedaan tentang model tata kelola 

syariah di kedua negara tersebut. Persamaannya adalah kedua negara tersebut 

menerapkan sistem sentralisasi fatwa melalui lembaga fatwa di tingkat nasional 

yang pengawasan penerapannya dilakukan oleh dewan syariah pada internal 

perusahaan. Sementara pada aspek proses khususnya masalah rangkap jabatan 

dan kompetensi anggota dewan syariah, di Malaysia menggunakan pendekatan 

ketat, sementara di Indonesia cenderung moderat. 

Ranah yang kedua pada penelitian mengenai corporate governance di 

lembaga keuangan syariah dan shariah governance adalah ranah penelitian 

empiris terkait dengan praktik corporate governance, baik secara umum 

maupun penelitian terhadap dimensi-dimensi yang spesifik. Rammal dan 

Parker29 dengan menggunakan studi kasus longitudinal pada sektor perbankan 

Islam di Pakistan, menginvestigasi isu mengenai pemilihan dan pelatihan 

                                                                 
28 Ali Rama, “Analisis Sistem Tata Kelola Syari’ah bagi Perbankan Syari’ah di Indonesia dan 

Malaysia”, Jurnal Bimas Islam, Vol. 8, No. I, 2015, hlm. 87-120. 
29 Hussain G. Rammal & Lee D. Parker, “Audit and Governance in Islamic Banks: Selection 

and Training of Shari’ah Advisors”, hlm. 1-39. 
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penasehat syariah pada LKS. Penelitian tersebut menemukan adanya 

keterbatasan pada penasehat syariah yang bisa bekerja pada lebih dari satu 

LKS, sehingga menimbulkan kontravensi pada tata kelola bank dan 

menciptakan situasi konflik kepentingan. Penelitian tersebut juga membahas 

mengenai peran ganda auditor internal dan eksternal yang dilakukan oleh 

penasehat syariah berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada bank. 

Penelitian tersebut kemudian mengidentifikasi perlunya pemerintah maupun 

swasta berinvestasi dalam infrastruktur di bidang pendidikan untuk 

meningkatkan jumlah penasehat syariah yang terkualifiaksi, dan membutuhkan 

pengembangan regulasi yang lebih jauh lagi. 

Bukhari, et al.30 meneliti praktik corporate governance berdasarkan 

dimensi-dimensi yang dirasa penting dalam konteks perbankan Islam di 

Pakistan. Dimensi-dimensi yang dimaksud adalah Board of Directors (BOD), 

Shariah Supervisory Board (SSB), audit, Investment Account Holders (IAH), 

dan pengungkapan serta transparansi informasi. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa dimensi yang paling signifikan yang mempengaruhi 

corporate governance di bank Islam adalah BOD dan SSB, sedangkan untuk 

Islamic banking windows hampir semua dimensi corporate governance 

signifikan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara bank Islam dengan 

Islamic banking windows terkait dengan BOD dan SSB. 

                                                                 
30 Khuram Shahzad Bukhari, et al., “An Evaluation of Corporate Governance Practices of 

Islamic Banks versus Islamic Bank Windows of Conventional Banks: A Case of Pakistan”, 

Management Research Review, Vol. 36, No. 4, 2013, hlm. 400-416. 
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Shafii, et al.31 meneliti dampak fungsi audit syariah terhadap peran komite 

syariah terkait dengan pasca implementasi Shariah Governance Framework  

(SGF). Temuan penelitian tersebut dari wawancara mendalam mengungkapkan 

bahwa fungsi audit syariah menambah nilai dalam menjamin kepatuhan 

terhadap prinsip-prinsip syariah. Studi tersebut juga mengungkapkan isu-isu 

terkait tantangan yang dihadapi komite syariah. 

Kemudian pada ranah dimensi corporate governance secara spesifik, 

Rahajeng32 melakukan penelitian yang fokus pada topik shariah governance. 

Dimensi yang diteliti terutama adalah mengenai model Dewan Pengawas 

Syariah (DPS). Dengan menggunakan laporan tahunan bank syariah sebagai 

data sekunder, penelitian tersebut menemukan bahwa model stakeholder 

merupakan model corporate governance yang paling bisa diaplikasikan di 

perbankan syariah. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya 

standardisasi regulasi, baik nasional maupun internasional di antara bank-bank 

syariah sebagai pedoman utama bagi sistem perbankan dan keuangan Islam, 

dalam rangka melindungi kepentingan stakeholder. 

Melanjutkan penelitian mengenai shariah governance pada ranah praktik, 

Rama dan Novela33 meneliti tentang pengaruh praktik shariah governance 

terhadap tata kelola bank syariah. Praktik shariah governance tersebut 

                                                                 
31 Zurina Shafii, et al., “Post Implementation of Shariah Governance Framework: The Impact 

of Shariah Audit Function Towards the Role of Shariah Committee”, Middle-East Journal of 

Scientific Research 13 (Research in Contemporary Islamic Finance and Wealth Management) , 

2013, hlm. 7-11. 
32 Dian Kartika Rahajeng, “Sharia Governance: Sharia Supervisory Board Model of Islamic 

Banking and Finance in Indonesia”. 
33 Ali Rama & Yella Novela, “Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan 

Syariah”, Signifikan, Vol. 4, No. 2, 2015. 
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direpresentasikan dalam bentuk keanggotan DPS, kualifikasi pendidikan, dan 

frekuensi rapat DPS. Penelitian tersebut menemukan bahwa praktik shariah 

governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas tata kelola perusahaan 

bank syariah. 

Ranah penelitian corporate governance pada lembaga keuangan syariah 

dan shariah governance yang selanjutnya adalah ranah pengungkapan. Majid, 

et al.34 mencoba mengembangkan indeks pengungkapan corporate governance 

dari perspektif stewardship untuk LKS. Indeks pengungkapan tersebut 

dikembangkan menggunakan pedoman yang diterbitkan oleh Bank Negara 

Malaysia (BNM), standar corporate governance dari Accounting and Auditing 

Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI), dan kerangka yang 

diterbitkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Menurut penelitian 

tersebut, indeks yang dikembangkan menyoroti model “best practice” untuk 

pengungkapan corporate governance di LKS. 

Dengan mengacu pada penelitian Majid, et al. di atas, Sulaiman, et al.35 

meneliti LKS sesuai pedoman corporate governance. Ada dua tahap dalam 

penelitian tersebut. Pertama, indeks pengungkapan dikembangkan 

menggunakan pedoman yang diterbitkan BNM, standar corporate governance 

dari AAOIFI, dan kerangka yang diberikan oleh IFSB. Indeks tersebut 

kemudian digunakan untuk menilai laporan tahunan dari 16 LKS yang 

                                                                 
34 Norakma Abd Majid, et al., “Developing a Corporate Governance Disclosure Index for 

Islamic Financial Institutions”, 8th International Conference of Islamic Economics and Finance , 

2011, hlm. 1-25. 
35 Maliah Sulaiman, et al., “Corporate Governance of Islamic Financial Institutions in 

Malaysia”, Asian Journal of Business and Accounting , 8(1), 2015, hlm. 65-93. 
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beroperasi di Malaysia. Penelitian tersebut menemukan bahwa dari skala 0 – 

100, rentang indeks pengungkapan corporate governance berada pada 42,28 

(rendah) hingga 68,29 (tinggi) dengan rata-rata 51,42. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa LKS tidak begitu termotivasi untuk mengungkapkan 

informasi terkait dengan tata kelola tertentu. 

Mengembangkan penelitian mengenai pengungkapan shariah 

governance di Malayasia, Ramli, et al.36 dengan menggunakan laporan tahunan 

dari 7 LKS di Malaysia, menilai pengungkapan shariah governance 

berdasarkan indeks shariah governance yang dikembangkan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa implementasi Shariah Governance Framework  

yang diterbitkan BNM pada tahun 2011 diungkapkan secara moderat dalam 

laporan tahunan LKS. Penelitian tersebut juga membandingkan tingkat 

pengungkapan shariah governance antara LKS dengan kepemilikan lokal dan 

LKS dengan kepemilikan asing. Hasil menunjukkan bahwa LKS dngan 

kepemilikan lokal memiliki pengungkapan yang lebih baik daripada LKS 

dengan kepemilikan asing. 

Kemudian dalam konteks Indonesia, Darmadi37 mengeksplorasi 

pengungkapan mekanisme corporate governance dalam laporan tahunan Bank 

Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan 7 BUS 

sebagai sampel, dengan membuat Corporate Governance Disclosure Index 

(CGDI) untuk memberi skor pada level pengungkapan bank. Mekanisme 

                                                                 
36 Ramli, et al., “Shariah Governance…, hlm. 1-13. 
37 Salim Darmadi, “Corporate Governance Disclosure in the Annual Report: An Exploratory 

Study on Indonesian Islamic Banks”, Humanomics, Vol. 29, No. 1, 2013, hlm. 4-23. 
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corporate governance pada penelitian tersebut adalah Dewan Pengawas 

Syariah, Dewan Komisaris, Dewan Direksi, komite dewan, pengendalian 

internal dan audit eksternal, serta manajemen risiko. Penelitian menemukan 

bahwa Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri, 2 BUS terbesar dan tertua 

di Indonesia, memiliki skor yang lebih tinggi dari yang lainnya. Beberapa 

dimensi seperti anggota dewan dan manajemen risiko memiliki pengungkapan 

yang kuat, adapun pengungkapan atas pengendalian internal dan komite dewan 

cenderung lemah. 

Berdasarkan pada tinjauan pustaka di atas, pembahasan mengenai 

corporate governance di lembaga keuangan syariah dan aspek shariah 

governance dapat digolongkan pada tiga ranah; konseptual dan teoretis—

termasuk kajian mengenai regulasi, praktis—baik praktik corporate 

governance secara umum atau hanya disoroti pada dimensi-dimensi tertentu, 

dan pengungkapan corporate governance atau shariah governance pada 

lembaga keuangan syariah. Dari 17 penelitian yang tersebut di atas, hanya 5 

penelitian yang dilakukan di Indonesia atau dalam konteks Indonesia, 

selebihnya dilakukan di Malaysia dan Pakistan. Kemudian pada aspek 

pembahasannya, masing-masing penelitian hanya meneliti pada satu ranah 

saja, baik konseptual, praktik, maupun pengungkapan. Adapun penelitian ini 

akan meneliti pada dua ranah sekaligus, yaitu mengenai regulasi dan 

pengungkapan, serta fokus pada topik shariah governance. Penelitian ini juga 

akan membandingkan dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. 
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E. Kerangka Teoretis 

Perkembangan perusahaan atau korporasi telah sampai pada titik di mana 

terdapat pemisahan antara kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Berle 

dan Means pada tahun 1932 menitikberatkan pada konsekuensi dari pemisahan 

kepemilikan dan kontrol pada perusahaan modern tersebut, yaitu terdapatnya 

konflik kepentingan (conflict of interests).38 Kemudian Jensen dan Meckling 

pada tahun 1976 memunculkan Teori Keagenan (Agency Theory) terkait 

dengan adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola usaha (agen), di 

mana pemilik tidak bisa menjamin bahwa agen akan mengambil keputusan 

yang memaksimalkan kesejahteraan pemilik, sehingga memunculkan biaya 

keagenan.39 

Adanya pemisahan antara pemilik dengan pengelola pada perusahaan 

memunculkan istilah stakeholder. Pada awalnya, satu-satunya stakeholder 

pada perusahaan adalah pemegang saham atau pemilik yang harus 

menanggung biaya keagenan yang muncul karena adanya pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengelolaan perusahaan. Hal ini didasarkan pada 

pandangan Friedman pada tahun 1962 yang mengatakan bahwa tujuan utama 

perusahaan adalah memaksimalkan kemakmuran pemiliknya. Namun 

pendapat tersebut dibantah oleh Freeman pada tahun 1983 dan memperluas 

definisi stakeholder dengan memasukkan konstituen yang lebih banyak, 

                                                                 
38 Akhmad Syakhroza, Corporate Governance: Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model, 

dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan BUMN (Jakarta: Lembaga Penerbit 

FEUI, 2005), hlm. 8. 
39 Jensen & Meckling, “Theory of the Firm:…, hlm. 5-6. 
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termasuk kelompok yang tidak menguntungkan, seperti pihak yang memiliki 

kepentingan tertentu dan pembuat regulasi.40 Teori-teori tersebut mendorong 

perkembangan teori corporate governance. 

Corporate governance muncul karena kebutuhan akan tata kelola 

perusahaan yang baik, sehubungan dengan adanya pemisahan antara pemilik 

dengan agen (pengelola/ pengendalian perusahaan).41 Dan seiring dengan 

perkembangannya, kebutuhan tata kelola tersebut berkaitan dengan para 

pemangku kepentingan lain (stakeholder), bukan hanya pemilik. Model 

corporate governance di setiap negara tidak bisa disamakan. Perkembangan 

corporate governance pada masing-masing negara mengacu pada asal hukum 

korporasinya.42 Sistem corporate governance yang dianut oleh masing-masing 

negara memiliki fitur masing-masing, berdasarkan struktur dan tujuan 

korporasinya. Dalam hal ini, terdapat dua model besar corporate governance 

pada perspektif Barat, yaitu model Anglo-Saxon dan model Eropa.43 

Corporate governance model Anglo-Saxon yang dikenal sebagai market-

based system atau shareholder-value system atau disebut juga model principle-

agent, adalah yang paling dominan digunakan di Amerika Serikat, Inggris,44 

                                                                 
40 Imam Ghozali & Anis Chariri, Teori Akuntansi (Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, 2007), hlm. 409. 
41 Arifin, “Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada 

Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)”, Paper dipresentasikan pada Sidang 

Senat Guru Besar Universitas Diponegoro dalam Rangka Pengusulan Jabatan Guru Besar , FE 

UNDIP Semarang, 2005, hlm. 4. 
42 Syakhroza, Corporate Governance:…, hlm. 17. 
43 Zulkifli Hasan, “Corporate Governance: Western and Islamic Persepectives”, International 

Review of Business Reasearch Papers, Vol. 5, No. 1, 2009, hlm. 279-282. 
44 Hasan, “Corporate Governance…, hlm. 280. 
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dan Australia.45 Adapun model Eropa atau dikenal sebagai model stakeholder 

dipraktikkan di mayoritas negara Eropa seperti Jerman, Prancis, Yunani,46 dan 

Belanda.47 Mengingat bahwa model corporate governance tersebut mengacu 

pada sistem hukum di suatu negara, maka seharusnya Indonesia dan Malaysia 

menerapkan model corporate governance yang berbeda. 

Malaysia merupakan negara bekas jajahan Inggris, di mana penjajahan 

oleh negara tersebut memberikan dampak yang besar terhadap hampir seluruh 

sumber hukum dalam sistem hukum di Malaysia,48 sehingga sistem hukum 

yang berlaku di Malaysia cenderung menggunakan sistem common law atau 

Anglo-Saxon. Sementara Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan 

Belanda, sistem hukumnya pun menjadi sangat terpengaruh oleh sistem hukum 

yang dibawa oleh Belanda yaitu sistem civil law atau Eropa Kontinental, di 

mana menurut perkembangan hukum di Indonesia, Belanda menegakkan 

hukum sipil tersebut pada negara jajahannya,49 sehingga perkembangan hukum 

di Indonesia bergerak ke arah pola hukum Eropa, dalam hal ini Belanda.50 

Perbedaan antara Indonesia dan Malaysia tersebut berpengaruh terhadap 

sistem regulasi kedua negara tersebut, demikian pula model corporate 

governance yang digunakannya. Akan tetapi, perlu diperhatikan pula bahwa 

                                                                 
45 Charkham, 1995 dan Garratt, 2003 dalam Syakhroza, Corporate Governance:… hlm. 16. 
46 Hasan, “Corporate Governance…, hlm. 281. 
47 Charkham, 1995 dan Garratt, 2003 dalam Syakhroza, Corporate Governance:.., hlm. 16. 
48 Abdul Karim Aldohni, The Legal and Regulatory Aspects of Islamic Banking: A 

Comparative Look at The United Kingdom and Malaysia  (Oxfordshire: Routledge, 2011), hlm. 187. 
49 Abd. Halim, “Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya”, 

Jurnal Asy-Syir’ah, Vol. 42, No. II, 2008, hlm. 389. 
50 Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum: Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di 

Indonesia 1945-1990 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 20. 



24 
 

 
 

baik di Indonesia dan Malaysia, hukum Islam merupakan salah satu hukum 

yang telah ada di masyarakat—di samping hukum adat, sebelum kedua negara 

tersebut dijajah oleh bangsa lain.51 Hal lain yang perlu diperhatikan terkait 

dengan corporate governance adalah bahwa corporate governance perspektif 

Islam atau syariah memiliki keunikannya sendiri. 

Kerangka teoretik pada penelitian ini dapat digambarkan dalam skema 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teoretis 

                                                                 
51 Halim, “Teori-teori Hukum…, hlm. 389, dan Aldohni, The Legal and…, hlm. 186-187. 

 

 

 

Lingkungan Syariah 

Malaysia Indonesia 

Teori 

Keagenan 

Teori 

Stakeholder 

Corporate Governance 

Model 

Anglo-Saxon 

Model Eropa 

Kontinental 

Regulasi & Pengungkapan 



25 
 

 
 

F. Hipotesis Penelitian 

H1  : Terdapat perbedaan tingkat pengungkapan Shariah Governance laporan 

   tahunan bank syariah antara Indonesia dengan Malaysia. 

 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif dengan metode deskriptif 

kuantitatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui/ menguji perbedaan besaran, intensitas, atau jumlah nilai variabel 

tertentu antarkelompok satu dengan kelompok lainnya.52 Adapun metode 

deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau 

menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas.53 Kemudian data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data deskriptif dan kuantitatif. 

1. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

berupa legal document dari Bank Sentral berupa regulasi yang mengatur 

tentang shariah governance di Indonesia dan Malaysia, serta laporan 

tahunan bank syariah di Indonesia dan Malaysia tahun 2011 sampai 2015. 

Data regulasi mengenai shariah governance diperoleh dari situs resmi 

pembuat regulasi di Indonesia dan Malaysia yaitu www.bnm.gov.my 

untuk Malaysia, serta www.ojk.go.id dan www.bi.go.id untuk Indonesia. 

                                                                 
52 Nuryaman & Veronica Christina, Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan 

Praktik  (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 6. 
53 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 21. 
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Adapun untuk data regulasi internasional sebagai acuan—AAOIFI dan 

IFSB diperoleh dari masing-masing situs website resminya, yaitu 

www.aaoifi.com dan www.ifsb.org. Kemudian untuk laporan tahunan 

bank syariah di Indonesia dan Malaysia, bisa diperoleh dari website resmi 

masing-masing bank syariah. 

2. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu 

tahap pertama analisis data secara deskriptif. Analisis data tersebut 

dilakukan dengan mengumpulkan regulasi-regulasi terkait corporate 

governance perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, kemudian 

menelaah isi dari regulasi terkait shariah governance di Indonesia dan 

Malaysia dengan mengacu pada standar internasional dari AAOIFI dan 

IFSB. Analisis data tersebut dilakukan untuk membandingkan 

implementasi regulasi AAOIFI dan IFSB pada regulasi-regulasi shariah 

governance di Indonesia dan Malysia. 

Adapun tahap kedua yaitu analisis data secara kuantitatif untuk 

melihat implikasi dari regulasi-regulasi mengenai shariah governance di 

Indonesia dan Malaysia, melalui pengukuran pengungkapan shariah 

governance pada laporan tahunan bank umum syariah di Indonesia dan 

Malaysia. Pengungkapan shariah governance diukur dengan 

menggunakan indeks pengungkapan shariah governace (SG). Indeks SG 
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dikembangkan dengan mengacu pada penelitian Majid dan Ramli dengan 

tiga tahap, yaitu:54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tahap Pengembangan Indeks Pengungkapan Shariah Governance 

 
Tahap 1 pada proses tersebut adalah mengidentifikasi item-item shariah 

governance pada regulasi yang telah dianalisis secara deskriptif. Tahap 2 

adalah mengkompilasi item-item dan sub-sub item yang telah ditentukan 

pada tahap satu, menjadi satu kesatuan indeks pengungkapan. Kemudian 

pada tahap 3 yaitu memberikan skor maksimal yang bisa diungkapkan tiap 

item. Indeks tersebut digunakan untuk mengukur pengungkapan shariah 

governance laporan tahunan bank syariah. Tingkat pengungkapan shariah 

                                                                 
54 Majid, et al., “Developing a Corporate Governance…, hlm. 8, dan Ramli, et al., “Shariah 

Governance…, hlm. 5. 

Tahap 1 

Identifikasi item shariah 

governance dari regulasi 

yang terkait 

Tahap 2 

Kompilasi item-item dan 

mengkonstruksi indeks 

shariah governance 

Tahap 3 

Menetapkan skor dari item 

shariah governance 



28 
 

 
 

governance tiap item dalam laporan tahunan bank syariah dihitung dengan 

menggunakan rumus yang dikembangkan sendiri, yaitu: 

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑆𝐺 𝑖𝑡𝑒𝑚 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑖𝑡𝑒𝑚
 

Kemudian tingkat pengungkapan shariah governance masing-masing 

bank syariah secara keseluruhan dihitung menggunakan rumus: 

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑆𝐺 =
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑖𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 

Dengan demikian, dapat diketahui tingkat pengungkapan shariah 

governance masing-masing bank syariah Indonesia dan Malaysia. 

Kemudian untuk membandingkan tingkat pengungkapan shariah 

governance antara Indonesia dan Malaysia yaitu dengan cara menjumlah 

total skor pengungkapan masing-masing bank di setiap negara, kemudian 

dicari nilai rata-ratanya untuk setiap negara. Selanjutnya dilakukan uji 

beda secara statistik untuk mengetahui signifikansi perbedaan 

pengungkapan shariah governance antara Indonesia dengan Malaysia. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana pada 

masing-masing bab terdapat beberapa subbab. Adapun rinciannya adalah 

sebagai berikut: 

Bab pertama yaitu pendahuluan. Bab ini merupakan pondasi awal 

penelitian. Bab pertama diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang 

yang menjadi alasan ditulisnya tesis ini. Kemudian terdapat rumusan masalah 
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yang merupakan pertanyaan penelitian sekaligus sebagai masalah penelitian, 

agar penelitian terarah untuk menjawab masalah tersebut. Tujuan dan 

kegunaan penelitian merupakan penjelasan mengenai tujuan dilaksanakannya 

penelitian serta kegunaan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun 

praktis. Kemudian kajian pustaka berfungsi untuk melihat urgensi penelitian 

ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Adapun hipotesis merupakan 

jawaban sementara dari masalah penelitian. Metode penelitian 

menggambarkan bagaimana penelitian ini dilakukan mulai dari pengumpulan 

data hingga analisis data. Adapun sistematika pembahasan merupakan 

penjelasan secara sistematis keseluruhan tesis ini. 

Bab kedua, berisi teori-teori yang memberikan gambaran komprehensif 

mengenai shariah governance, dimulai dari konsep umum corporate 

governance meliputi pengertian, sejarah, teori, dan model corporate 

governance. Kemudian masuk pada penjelasan corporate governance dalam 

perspektif Islam, berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis, serta tataran praktisnya 

yang dijelaskan dalam shariah governance. Pada bab ini, dijelaskan pula 

standar-standar internasional yang mengatur mengenai shariah governance 

yang diterbitkan oleh AAOIFI dan IFSB. 

Bab ketiga, merupakan menjelasan mengenai profil regulator dan 

perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini digambarkan 

lembaga-lembaga yang menerbitkan regulasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) sebagai regulator di Indonesia, serta Bank Negara Malaysia (BNM) 

sebagai regulator di Malaysia. Pada bab ini terdapat pula sub bab yang 
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menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan perbankan syariah di 

Indonesia serta Malaysia, beserta profil bank-bank syariah di Indonesia dan 

Malaysia. 

Bab keempat, berisi analisis perbandingan regulasi mengenai shariah 

governance di Indonesia dan Malaysia. Pada bab ini akan membandingkan 

mengenai implementasi standar internasional (AAOIFI dan IFSB) pada 

regulasi shariah governance di Indonesia dan Malaysia, kemudian 

menganalisis perbandingan regulasi shariah governance di Indonesia dan 

Malaysia. Pada bab ini juga akan dilakukan analisis perbandingan 

pengungkapan shariah governance bank syariah di Indonesia dan Malaysia, 

yaitu dengan mengukur pengungkapan shariah governance dalam laporan 

tahunan bank syariah, kemudian membandingkan tingkat pengungkapannya. 

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Bab ini berisi 

tentang kesimpulan pembahasan dari awal sampai akhir. Kemudian dilanjutkan 

dengan saran-saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian maupun 

bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Landasan hukum perbankan syariah di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun 

regulasi mengenai shariah governance terutama diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good 

Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

beserta Surat Edaran Bank Indonesia yang terkait. 

2. Landasan hukum perbankan syariah di Malaysia adalah Islamic Financial 

Service Act 2013 (IFSA 2013) yang mengatur bukan hanya perbankan 

syariah namun seluruh industri keuangan syariah di Malaysia. Adapun 

regulasi mengenai shariah governance di Malaysia diatur secara 

komprehensif dalam BNM/RH/GL_012_3 mengenai Shariah Governance 

Framework for Islamic Financial Institutions. 

3. Standar-standar dari AAOIFI dan IFSB mengenai shariah governance 

sudah diimplementasikan oleh kedua negara, namun dengan porsi yang 

berbeda, disesuaikan dengan kondisi masing-masing negara serta ukuran, 

kompleksitas, dan sifat bisnis perbankan di masing-masing negara. 

4. Malaysia lebih responsif dalam mengimplementasikan standar-standar 

internasional mengenai shariah governance. Hal ini dibuktikan dengan 

disusunnya    regulasi    baru    yang    komprehensif    mengenai    shariah 
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governance pada tahun 2010, setelah IFSB menerbitkan panduan khusus 

shariah governance pada Desember 2009. Adapun regulasi mengenai 

shariah governance di Indonesia masih menggunakan regulasi yang 

diterbitkan pada tahun 2009, sebelum IFSB menerbitkan panduan baru 

untuk shariah governance. 

5. Berdasarkan aturan mengenai shariah governance di Indonesia dan 

Malaysia, terkait aspek proses shariah governance Indonesia 

menggunakan pendekatan yang longgar, sedangkan Malaysia 

menggunakan pendekatan yang ketat. Hal tersebut bisa dilihat dari susunan 

Dewan Pengawas Syariah dan aturan rangkap jabatannya. Di Indonesia, 

anggota DPS berjumlah sekurang-kurangnya dua orang, sedangkan di 

Malaysia dalam SGF-BNM diatur bahwa anggota Shariah Committee 

sekurang-kurangnya lima orang. Pada aturan rangkap jabatan, di Indonesia 

memberi aturan maksimal merangkap di empat LKS, sedangkan di 

Malaysia memberikan aturan tidak boleh merangkap di LKS pada industri 

yang sama (dalam hal ini industri perbankan). 

6. Hasil analisis kuantitatif mengenai pengungkapan shariah governance 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks pengungkapan shariah 

governance perbankan syariah yang lebih tinggi daripada Malaysia, dengan 

perbedaan yang signifikan (nilai Sig. 2-tailed 0,000 < 0,05). Hal tersebut 

terjadi karena sifat hukum asal yang dianut oleh kedua negara berbeda. 

Indonesia menganut sistem hukum civil law yang bersifat lebih mengikat 

daripada sistem hukum common law yang dianut oleh Malaysia. 
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B. Saran 

1. Bagi regulator disarankan untuk mengadopsi standar-standar internasional 

yang ada, seperti AAOIFI dan IFSB, serta membuat regulasi sesuai dengan 

kondisi dan lingkungan hukumnya. Implementasi standar internasional 

akan meningkatkan reputasi perbankan syariah, sehingga diakui oleh 

internasional. Selain itu, implementasi standar-standar internasional juga 

bisa menghasilkan regulasi yang lebih komprehensif. 

2. Bagi perbankan syariah, disarankan untuk mematuhi regulasi shariah 

governance yang ada. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja perbankan 

syariah, dan meningkatkan kepercayaan pemegang saham maupun 

stakeholder bahwa seluruh kegiatan dan operasional bank syariah sesuai 

dengan aturan dan prinsip syariah. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah subjek penelitian, 

dengan menambah jumlah sampel bank. Akan lebih menarik lagi bila 

penelitian mengenai shariah governance ini dilengkapi dengan data primer 

melalui kuesioner atau wawancara mendalam kepada official bank syariah. 

Penelitian aspek shariah governance juga bisa dilakukan dengan mengukur 

pengaruh regulasi shariah governance dengan pelaksanaan shariah 

governance di bank syariah, atau meneliti mengenai hubungan antara 

pengungkapan shariah governance dengan praktik shariah governance di 

bank syariah. 
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TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS 

 

No. Halaman 
No. 

Footnote 
Terjemahan 

1. 59 130 Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia 

melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (Adz-

Dzariyat [51]: 56) 

2. 62 137 Dari Nafi’ dari Ibnu Umar ra., dari Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap 

kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin 

akan dimintai pertanggung jawaban atas yang 

dipimpinnya..." (H.R. Bukhari) 

3. 62 138 Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu 

yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. (Al-Baqarah [2]: 

282) 

4. 62 139 dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa 

yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya 

ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah 

Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-

Baqarah [2]: 283) 

5. 63 143 Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-

amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang 

kamu mengetahui. (Al-Anfal [8]: 27) 

6. 64 146 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya 

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya 

Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa’ [4]: 58) 
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DAFTAR BANK SYARIAH DI INDONESIA 

 

No. Nama Bank 
Tahun 

Berdiri 

Status 

Bank 
Website 

1. 
PT Bank Muamalat 

Indonesia 
1991 BUS www.bankmuamalat.co.id 

2. 
PT Bank Syariah 

Mandiri 
1999 BUS www.syariahmandiri.co.id 

3. 
PT Bank Mega 

Syariah 
2004 BUS www.megasyariah.co.id 

4. PT BRISyariah 2008 BUS www.brisyariah.co.id 

5. 
PT Bank Syariah 

Bukopin 
2008 BUS www.syariahbukopin.co.id 

6. 
PT Bank Panin 

Syariah 
2009 BUS www.paninbanksyariah.co.id 

7. 
PT Bank Jabar 

Banten Syariah 
2010 BUS www.bjbsyariah.co.id 

8. 
PT Bank Victoria 

Syariah 
2010 BUS www.bankvictoriasyariah.co.id 

9. 
PT Bank BNI 

Syariah 
2010 BUS www.bnisyariah.co.id 

10. 
PT Bank BCA 

Syariah 
2010 BUS www.bcasyariah.co.id 

11. 
PT Bank Maybank 

Syariah Indonesia 
2010 BUS www.maybanksyariah.co.id 

12. 

PT Bank Tabungan 

Pensiunan Nasional 

Syariah 

2014 BUS www.btpnsyariah.com 

13. 
PT Bank Aceh 

Syariah 
2016 BUS www.bankaceh.co.id 

Keterangan: BUS = Bank Umum Syariah 
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DAFTAR BANK SYARIAH DI MALAYSIA 

 

No. Nama Bank 
Tahun 

Berdiri 

Status 

Bank 
Website 

1. 
Bank Islam Malaysia 

Berhad 
1983 L www.bankislam.com.my 

2. 
Bank Muamalat Malaysia 

Berhad 
1999 L www.muamalat.com.my 

3. 
CIMB Islamic Bank 

Berhad 
2003 L www.cimbislamic.com 

4. 
Kuwait Finance House 

(Malaysia) Berhad 
2005 F www.kfh.com.my 

5. 
Affin Islamic Bank 

Berhad 
2005 L www.affinislamic.com.my 

6. 
Asian Finance Bank 

Berhad 
2005 F www.asianfinancebank.com 

7. 
Hong Leong Islamic Bank 

Berhad 
2005 L www.hlisb.com.my 

8. 
RHB Islamic Bank 

Berhad 
2005 L www.rhbgroup.com 

9. 

Al Rajhi Banking & 

Investment Corporation 

Malaysia Berhad 

2006 F www.alrajhibank.com.my 

10. AmBank Islamic Berhad 2006 L www.ambankgroup.com 

11. 
Alliance Islamic Bank 

Berhad 
2007 L www.allianceislamicbank.com.my 

12. 
HSBC Amanah Malaysia 

Berhad 
2007 F www.hsbcamanah.com.my 

13. 
Standard Chartered 

Saadiq Berhad 
2008 F www.sc.com 

14. 
OCBC Al-Amin Bank 

Berhad 
2008 F www.ocbc.com.my 

15. 
Public Islamic Bank 

Berhad 
2008 L www.publicislamicbank.com.my 

16. Maybank Islamic Berhad 2008 L www.maybank2u.com.my 

Keterangan: L = Bank Syariah Lokal 

          F = Bank Syariah Asing 
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CHECKLIST ITEM PENGUNGKAPAN DARI STANDAR & REGULASI 

 

No. Dimensi & Sub-dimensi AAOIFI IFSB-10 
PBI 

11/33/PBI/2009 
SGF-BNM 

D1 Shariah (Supervisory) Board (SSB) atau Shariah Committee (SC) (24)     

D1-1 Bank memiliki SSB/DPS/SC     

D1-2 Jumlah anggota SSB/DPS/SC     

D1-3 Informasi pokok, latar belakang, dan kompetensi anggota SSB/DPS/SC     

D1-4 Direktur atau pemegang saham signifikan bukan anggota SSB/DPS/SC     

D1-5 Tugas dan tanggung jawab anggota SSB/DPS/SC     

D1-6 Remunerasi SSB/DPS/SC     

D1-7 Jumlah pertemuan SSB/DPS/SC     

D1-8 Jumlah kehadiran SSB/DPS/SC     

D1-9 Rangkap jabatan SSB/DPS/SC     

D1-10 Independensi SSB/DPS/SC     

D1-11 Rotasi SSB/DPS/SC atau masa jabatan SSB/DPS/SC     

D1-12 Prosedur operasional SSB/DPS/SC     

D1-13 Pernyataan implementasi fatwa SAC/DSN oleh SSB/DPS/SC     

D1-14 Kinerja fungsi review syariah oleh SSB/DPS/SC     

D1-15 Pelibatan profesional dari luar LKS seperti pengacara, dsb.     

D1-16 Fatwa, aturan, dan pedoman yang diterbitkan SSB/DPS/SC     

D1-17 Laporan SSB/DPS/SC     

D1-18 Kehadiran manajemen senior dalam rapat SSB/DPS/SC     

D1-19 Pendidikan dan pelatihan SSB/DPS/SC     

D1-20 Keikutsertaan SSB/DPS/SC dalam seminar/workshop fiqih muamalah     
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No. Dimensi & Sub-dimensi AAOIFI IFSB-10 
PBI 

11/33/PBI/2009 
SGF-BNM 

D1-21 Kebijakan dan prosedur terkait pemberhentian SSB/DPS/SC     

D1-22 Penilaian kinerja SSB/DPS/SC secara keseluruhan     

D1-23 Penilaian kontribusi masing-masing SSB/DPS/SC     

D1-24 Sekretariat SSB/DPS/SC     

D2 Audit dan Pengendalian Internal (4)     

D2-25 Terdapat fungsi audit internal/ review internal di LKS     

D2-26 Jumlah pelaksana fungsi audit internal/ review internal     

D2-27 Review syariah internal oleh audit/ review internal     

D2-28 Laporan review syariah internal/ audit internal     

D3 Komite Audit & Governance (7)     

D3-29 Adanya komite audit/ governance di LKS     

D3-30 Jumlah komite audit     

D3-31 Informasi pokok dan latar belakang anggota komite audit     

D3-32 Anggota komite audit bukan direktur eksekutif/ direksi     

D3-33 Fungsi dan tanggung jawab komite audit     

D3-34 Independensi komite audit     

D3-35 Rangkap jabatan ketua komite audit     

D4 Manajemen Risiko Syariah (7)     

D4-36 Adanya komite pemantau risiko/ fungsi manajemen risiko     

D4-37 Jumlah komite pemantau risiko/ fungsi manajemen risiko     

D4-38 Informasi pokok dan latar belakang komite pemantau risiko     

D4-39 Anggota direksi bukan anggota komite pemantau risiko     

D4-40 Tugas dan tanggung jawab komite pemantau risiko     

D4-41 Independensi komite pemantau risiko     
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No. Dimensi & Sub-dimensi AAOIFI IFSB-10 
PBI 

11/33/PBI/2009 
SGF-BNM 

D4-42 Rangkap jabatan ketua komite pemantau risiko     

D5 Penasehat Syariah (2)     

D5-43 Terdapat penasehat syariah     

D5-44 Tugas dan tanggung jawab penasehat syariah     

D6 Shariah Compliance (4)     

D6-45 Terdapat fungsi shariah compliance internal dalam LKS     

D6-46 Laporan perlakuan seluruh pendapatan dari sumber atau harta non-halal     

D6-47 Laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan shadaqah     

D6-48 Metode penghitungan zakat yang sesuai syariah     

D7 Penelitian Syariah (3)     

D7-49 Adanya fungsi penelitian syariah     

D7-50 Pelaksana fungsi penelitian syariah    v 

D7-51 Pelibatan ahli dalam fungsi penelitian syariah     
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